DAFTAR ISl
NOMOR 1/Pdt.G/2012/PN.Ktl

BUNDEL B PERKARA PENINJAUAN KEMBALI PERDATA

No Uraian Keterangan
T T Relaas Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Ada/ TidakAda
Kepada Pemohon Kasasi ;
2. | Relaas Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi Mahkamah Agung | Ada/ TidakAda
Kepada Termohon Kasasi;
Akta Pernyataan dan Penyerahan Memori Permohonan | Ada/ Tidak-Ada
3. | Peninjuan Kembali ;
Ada/ Tidak-Ada
4 | Alasan/Memori Peninjauan Kembali tanggal 17 Oktober 2016
dari Pemohon Peninjauan Kembali
Relaas Pemberitahun pernyataan Peninjauan Kembali dan | Ada/ Tidak-Ada
5. | penyerahan Memori Peninjauan Kembali kepada Termohon
Peninjauan Kembali;
6. | Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 10 Ada/ TidakAda
Juli 2012 perkara Nomor 1/Pdt.G/2012/PN Ktl ;
7. | Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 10 Januari | Ada/ FidekAda
2013 perkara Nomor 73/PDT/2012/PT.JBI ;
8 | Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung tanggal 7 Agustus Ada/ TidekAda
2015 perkara Nomor 1670K/PDT/2013 ;
9 | CD berisi ADK Putusan Nomor 1/Pdt.G/2012/Pn.Ktl, Putusan Nomor | Ada/ FidekAda
73/PDT/2013/PT.JBI, Putusan Nomor 1670K/PDT/2013, Relaas-
Relaas dan Alasan P.K;
10. | Tanda bukti pengiriman ongkos perkara Peninjauan Kembali ; Ada/ TidekAda
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s ditandatangani oleh pemohon kasasi.
o wn%\CﬂbUt:iﬂ permohonan kasasi diajukan
Alp‘;:bl‘(?asﬁva maka harus diketahui oleh prinsipal,
ole \

S P e b”‘d p casasi ‘ arus S¢oe
an emloh\’“a“ ‘\dbdhl 1 a
‘ ) Cl‘l(.a SCgere

1eim oleh Panitera ke Mahkamah Agung disertai
d;\i;un pencabutan permohonan  kasasi  yang
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ditandatangant oleh Panitera.

d. Pendaftaran Peninjauan Kembali
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Berkas perkara diserahkan kepada Panitera Muda
Perd;m sebagai petugas pada meja/loket pertama,
e;g 1‘nenerima pendaftaran terhadap permohonan
va ; !
peninjauan kembali.

Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan
d:lam waktu 180 hari kalender, dalam hal :

a) Apabila putusan didasark'fm pgdlak ‘\:\n‘:i
hongan atau tipu muslihat plhd 4
oo diketahui setelah perkaranya diputus d(ﬂ‘:l
Zggfsarlkan pada bukti-bukti yang kemudian olLq ‘1
h‘akim pidana dinyatakan pa}au. adéllf::]'“s:l‘; ;
iketahui kebohongan atau tipu mus‘l " i
p tusan Hakim pidana mw-lpmk, '
i?l?:atazuh‘;kum tetap, dan tetap diberitahuka
kepada pada pihak yang berpe.rkara.
b) Apabila setelah perkara dlpu::\;z e
surat-surat bukti yang ber§1fat_ " . dapat
pada waktu perkara dnpf:r|ksak AR
ditemukan, adalah sejak dltemlll z némukannya
bukti, yang hari serta tangga’h i isahkan
harus dinyatakan dibawah sumpa
oleh pejabat yang berwenang:

idak
¢) Apabila telah dikabulkan suatu hf;‘ng dituntu®s
dituntut atau lebih dari pada ¥ dari tuntuta?
apabila mengenai sesuatu bagian b sebab”

belum diputus tanpa dipertimban

ditemukan

sebabnya, dan‘apabila antara pihak-pihak vang
Sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar
yang sama oleh Pengadilan yang sama atay
sama tingkatnya telah diberikan putusan vang
bertentangan satu dengan vang lain, adalah
sejak putusan memperoleh kekuatan hukum
tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak
yang berperkara.

d) Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu
kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang
nyata, adalah sejak putusan yang terakhir dan
bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum

tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang
berperkara.

3) Permohonan peninjauan kembali yang diajukan

4)

melampaui tenggang waktu, tidak dapat diterima
dan berkas perkara tidak perlu dikirimkan ke
Mahkamah  Agung dengan Penetapan Ketua
Pengadilan Negeri. Apabila hari ke 14 jatuh pada
hari Sabtu, Minggu atau Hari Libur,
penentuan hari Ke
berikutnya.

maka
14 jatuh pada hari Kkerja

Panjar  biaya perkara peninjauan  kembali
dituangkan dalam SKUM, terdiri dari :

a) Biaya perkara peninjauan kembali yang telah
ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung.

b) Biaya pengiriman uang.

¢) Biaya pengiriman berkas.

d) Biaya Pemberitahuan (BP) berupa :
(1) BP pernyataan PK dan alasan PK.

(2) BP penyampaian salinan putusan kepada
pemohon PK.,

(3) BP amar putusan kepada termohon PK.

5) SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) dibuat

dalam rangkap tiga :
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a) lembar pertama untuk pemohon.
b) lembar kedua untuk kaswr.

¢) lembar ketiga untuk dilampirkan dalam berkas
permchoman.

6) Memyershkan SKUM kepada pihak vang
bersanghutsn sgar membayar uang panjar yang
tercantum dalam SKUM kepada pemegang kas
pengadilan neger.

7) Pemegamg kas setelah memerima pembayaran
sxmandatangani dan membubuhkan cap stempel
lumas pada SKUM.

8} Permoboman PK dapat diterima apabila panjar vang
ditentokan dalam SKUM oleh meja pertama telah
. dbavar omas.
%) Pemegang kas kemadian membukukan uang panjar
My Apubila panjar biaya pemimjoucn kembali telah
 diboyar lesas maka pengadilan pada han ity juga

dan tanggal penerimaan yan
surat jawaban tersebut .

14) Dalam waktu 30 hari setelah menerima ;
tersebut berkas peninjauan kembal; benmm
A dan B harus dikirim ke Mahkamah Agung

15) Fotocopy relaas pemberitahuan putusan
Mahkamah Agung supaya dikirim ke Mazhkamah
Agung.

16) Pencabutan permohonan peninjauan  kembal;
diajukan kepada Ketua Mahkamah Agung melalui
Ketua Pengadilan Negeri yang ditandatangani oleh
pemohon peninjauan kembali. Apabila diajukan
oleh kuasanya harus diketahui oleh prinsipal.

17) Pencabutan permohonan peninjauan kembali harus
segera dikirim oleh Panitera ke Mahkamah Agung

dtscrtalaktapermbutmymgdm-mou
Panitera.

g dinyatakan di atas

€. Administrasi Biava Perkara

1) Biaya perkara terdiri dari -
a. Biaya proses perkara





